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BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR3& TAHUN 2014

TENTANG
PERJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dacrah Kabupaten Ende Nomor 15 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015, maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Ende Tahun Anggaran 2015.

Menimbang : a.

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan

Bupati tentang Penjabaran A ;
Anggaran 2015.8 ) nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12.

l}iggublgiicu nl?adoii(i);n o’lr‘aiiT 216392009 ontang Pajak Dacrah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
n .
Nomor 5049); Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

mor 82, Tamb. . .
Nomor 5234); r ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republi
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

00 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
k Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentan
Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indo
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaim
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

g Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan
nesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 T
(Lembaran Negara Re

. un 2005 tentang p
ublik : g Pengelolaan Keuan
Indonesia Nomor 4502)p Indonesia Tahyp 200 gan Badan Layanan Umum

: omor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah .Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310); '
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

dari Angga)xran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540).

28. Peraturan Menter_i Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pen;iapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
680);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :
1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 61.054.844.779,-
b. Dana Perimbangan Rp 670.381.224.041,-
c.. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 130.186.964.556,-
Jumlah Pendapatan Rp 861.623.033.376,-
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2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah .
5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
(Defisit)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto

Rp 494.230.917.134,-

Rp 574.443.490.101,-

Rp 302.179.543.275,-

Rp 876.623.033.376,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp -
Rp -
Rp  3.000.000.000,-
Rp  4.000.000.000,-
Rp 200.000.000,-
Rp 72.512.572.967,-
Rp 500.000.000,-
Rp 26.134.222.543,-
Rp 133.873.407.813,-
Rp_142.171.912.928 -
Rp
Rp 15.000.000.000,-
RD -
Rp.
Rp
Pasal 2

15.000.000.000,-

15.000.000.000,-

e e s

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian daftar penf:rima, alamat dan besaran alokasi Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rincian daftar penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang diterima sebaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2,Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

, ‘ Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
¥ lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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NO)

era i ini ber]
turan Bupgy; ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia i
P orang mengetahuin a, memeri P
Daerah Kabupaten Ends. Y erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berits

Ditetapkan di Ende
pada tanggal &3/ Desember 2014

BUPATI EN DEA./

N

{ MARSELINUS Y.W. PETU
Diundangkan di Ende
pada tanggal 3/ Desember 2014

4’ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS ASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 2 £
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